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ABSTRAK 
 

Anisa Yuniar NIM. 1820110009. Analisis Putusan Hakim Di PTA Semarang 

Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian 

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Banding Perkara No. 

222/Pdt.G/2020/Pta.Smg).  

Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki tugas dan wewenang 

untuk mengadili perkara ditingkat Banding. Hal ini peneliti melakukan penelitian 

mengenai putusan Hakim PTA Semarang dalam menetapkan besaran nafkah 

iddah dan nafkah mut’ah pasca perceraian. Serta pertimbangan Hakim PTA 

Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah perspektif 

Kompilasi Hukum Islam. 

Tujuan penelitian skripsi ini untuk: (1) Mengetahui tentang putusan di 

Hakim PTA Semarang dalam menetapkan nafkah iddah pasca perceraian (studi 

Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/PTA.Smg); (2) Mengetahui putusan di 

Hakim PTA Semarang dalam menetapkan nafkah mut’ah pasca perceraian (studi 

Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/PTA.Smg); (3) Mengetahui putusan 

Hakim di PTA Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah pasca 

perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi Putusan Banding Perkara 

No. 222/Pdt.G/PTA.Smg). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data,  penarikan simpulan dan 

verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Semarang dalam menetapkan nafkah iddah sudah sesuai dengan pasal 149 huruf 

(b) KHI. Dikarenakan nafkah iddah wajib diberikan kepada mantan istri setelah 

terjadi perceraian, ada beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Semarang menetapkan kadar nafkah tersebut, yaitu kemampuan ekonomi suami 

dan kebutuhan dasar seorang istri diwilayah yang di tempati. Namun Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang saat menetapkan nafkah mut’ah Hakim 

tidak menggunakan pasal 160 KHI melainkan menggunakan pendapat dari Abu 

Zahrah. Alasan Hakim menggunakan pendapat dari Abu Zahrah yaitu, supaya 

mantan istri bisa hidup mandiri setelah diceraikan mantan suaminya. 
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